Menimbang

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 360 Tahun 2025, terdapat perubahan atau
pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana
tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran
2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada
tahun anggaran 2026;

bahwa terdapat perubahan rincian anggaran dana transfer
ke daerah tahun anggaran 2025 berupa tambahan dana
alokasi umum sebagai akibat perubahan data atas pemberian
komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada
guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima
tambahan  penghasilan, sehingga  perlu dilakukan
penyesuaian anggaran;

bahwa berdasarkan Diktum Kedelapan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian
Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka
Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, dalam hal
pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan
merealisasikan seluruh pembayaran sebagaimana huruf a dan
huruf b pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib
menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun
anggaran 2026;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2026 terdapat perubahan alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan
anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu
penyesuaian anggaran dengan melalui pergeseran anggaran,;



Mengingat

Menetapkan

f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila
terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi,
antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruff,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47

Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2025 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian
objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.
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pada tanggal
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